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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan maka dipandang perlu menyusun Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan;

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun
2011 Nomor 44);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649).,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3
4.
5

10.

11.

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubemur dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati /walikota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang
pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang
dibentuk sebagai unit keija dinas dengan wilayah keija tertentu.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat SOP AP adalah standar
operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Administrasi pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang
dijalankan oleh organisasi pemerintah.

SOP AP administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang

dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan.
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12. SOP AP teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang
aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.

13. Simbol SOP AP adalah simbol yang digunakan sesuai dengan uraian prosedur pada SOP AP.

BAB Il
MANFAAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 2

Manfaat dari SOP ini adalah:

a.  Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

b.  Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana
dalam melaksanakan tugas.

c.  Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan
organisasi secara keseluruhan.

d. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan
mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.

e.  Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

f.  Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki
Kineija serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi.

h.  Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur.

I. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur daiam
melaksanakan tugasnya.

J- Memberikan informasi bagi u paya peningkatan kompetensi aparatur.

k.  Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan
tugasnya.

I.  Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan
melakukan penyimpangan.

m.  Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

n.  Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.

0. Membantu membenkar. informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga

sekaligus dapat memberikan informas: bagi kinerja pelayanan.
Pasal 3

Prinsip penyusunan SOP AP terdiri atas:
a. kemudahan dan kejelasan;
b. efisiensi dan efektifitas;

c. keselarasan;
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keterukuran;
dinamis;
berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani;
kepatuhan hukum;
kepastian hukum.
Pasal 4

Prinsip kemudahan dan kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu prosedur yang
distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi
aparatur yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya.

Prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu prosedur yang
distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.
(3) Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ yaitu prosedur yang distandarkan
harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait.

Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yaitu output dari prosedur yang
distandarkan mengandung standar kuali tas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian
keberhasilannya.

Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, yaitu prosedur yang distandarkan harus
dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kuali tas pelayanan yang berkembang
dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Prinsip berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f,
yaitu prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga dapat
memberikan kepuasan kepada pengguna.

Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, yaitu prosedur yang distandarkan
harus memenuhi ketentuan dan peraturanPerundang-undangan yang berlaku.

Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, yaitu prosedur-prosedur yang
distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan car.

menjadi instrumen untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum.

BAB IV
PRINSIP PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 5

Prinsip pelaksanaan SOP AP terdiri atas:

a.
b.

C.

konsisten;
komitmen;
perbaikan berkelanjutan;

mengikat;
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seluruh unsur memiliki peran penting;

terdokumentasikan dengan baik.

Pasal 6

Prinsip konsisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu SOP AP harus dilaksanakan secara
konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun, dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran
organisasi pemerintahan.

Prinsip komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

b, yaitu SOP AP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari
tingkatan yang paling rendah dan tertinggi.

Prinsip perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pelaksanaan SOP AP
harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang efisien dan efektif.

Prinsip mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu SOP AP harus mengikat pelaksana
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.

Prinsip seluruh unsur memiliki peran penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu seluruh
aparatur melaksanakan peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan.

Prinsip terdokumentasikan dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, yaitu seluruh
prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat selalu dijadikan

acuan atau referensi bagi setiap pihak- pihak yang memerlukan.

BAB V
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 7

SOP AP disusun berdasarkan pekeijaan yang dilakukan di dalam Perangkat Daerah. UPTD, dan Cabang
Dinas.

SOP AP disusun oleh pejabat eselon terendah dalam Perangkat Daerah, UPTD, dan Cabang Dinas.

BAB VI
UNSUR DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 8

Unsur dokumen SOP AP mencakup:
a. Halaman judul;

b. Keputusan Kepala SKPD;

c. Daftar isi;

d. Penjelasan singkat penggunaan SOP AP.
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Halaman judul adalah halaman pertama sebagai sampul muka sebuah dokumen SOP AP.

Halaman judul berisi informasi mengenai:

a. Logo Pemerintah Daerah;

b. Judul SOPAP;

c. Tahun Pembuatan;

d. Alamat SKPD.

Keputusan Kepala SKPD adalah keputusan berupa penetapan dokumen SOP AP.

Daftar isi adalah daftar isi dari dokumen SOP AP.

Penjelasan singkat penggunaan SOP AP adalah penjelasan bagaimana membaca dan menggunakan
dokumen SOP AP.

Penjelasan singkat SOP AP mencakup:

a. ruang lingkup merupakan penjelasan tujuan prosedur dibuat dan kebutuhan organisasi;

b. ringkasan merupakan ringkasan singkat mengenai prosedur yang dibuat;

c. definisi atau pengertian-pengertian umum merupakan definisi yang terkait dengan prosedur yang

distandarkan.

BAB VI
UNSUR PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 9

Unsur prosedur merupakan bagian inti dari dokumen SOP AP.

Unsur prosedur dibagi dalam dua bagian yaitu bagian identitas dan bagian flowchart.

Perangkat Daerah, UPTD, dan Cabang Dinas yang memiliki SOP AP teknis pada Kementerian/Lembaga
Non Kementerian sesuai bid an g tugasnya wajib unruk menggunakannya.

Pasal 10

Bagian identitas dari unsur prosedur dalam SOP AP terdiri atas:

o &

o o

> @ - o

Logo dan nama Perangkat Daerah, UPTD, dan Cabang Dinas.

Nomor SOP AP;

Tanggai Pembuatan;

Tanggai Revisi;

Tanggai Efektif;

Pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat satuan kerja;
Nama SOP AP;

Dasar Hukum;

Keterkaitan;

Peringatan;



k. Kualifikasi Pelaksana;
I.  Peralatan dan Perlengkapan; dan
m. Pencatatan dan Pendataan.
Pasal 11

(1) Logo dan nama Perangkat Daerah, UPTD, dan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a merupakan identitas Perangkat Daerah, UPTD, dan Cabang Dinas yang menyusun SOP AP.

(2) Logo dimaksud adalah logo Pemerintah Daerah yang ditempatkan di tengah atas nama Perangkat Daerah,
UPTD, dan Cabang Dinas.

(3) Susunan logo dan nama Perangkat Daerah, UPTD, dan Cabang Dinas secara berurutan adalah:
a. Logo Pemerintah Daerah;
b. Nomenklatur Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

C. Nomenklatur Perangkat Daerah, UPTD, dan Cabang Dinas;
d. Nomenklatur jabatan eselon IlI;

e. Nomenklatur jabatan eselon IV.
Pasal 12

(1) Nomor SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan nomor prosedur yang di-SOP-
kan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.

(2) Nomor SOP AP dapat disusun berdasarkan selurun SOP AP yang ada maupun secara parsial pada
Perangkat Daerah, UPTD, dan Cabang Dinas.

Pasal 13

Tanggai Pembuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢ merupakan tanggai pertama kah SOP AP

dibuat secara bersama- sama pada Perangkat Daerah, UPTD, dan Cabang Dinas.

Pasal 14

Tanggai Revisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan tanggai SOP AP dinmsi atau tanggai

rencana ditinjau ulangnya SOP AP yang bersangkutan.
Pasal 15

Tanggai Efektif sebaga”nana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan tanggai mulai diberlakukan SOP AP
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
(1) Pengesahan oleh pejabat yang berkompeten sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf f merupakan unsur
pengesahan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(2) Susunan pengesahan oleh pejabat yang berkompeten secara berurutan terdiri atas:
a. Nomenklatur Jabatan Kepala Perangkat Daerah;
b. Tanda tangan Kepala Perangkat Daerah;



c. Namajelas Kepala Perangkat Daerah;
d. NIP Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

(1) Nama SOP AP sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf g merupakan judul prosedur yang di-SOP-kan sesuai
dengan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
(2) Penulisan Nama SOP AP menggunakan awalan Pe- dan akhiran -an.

Pasal 18

(1) Dasar Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf h merupakan peraturan perundang-undangan yang
mendasari prosedur yang di-SOP-kan beserta aturan pelaksanaannya.
(2) Dasar Hukum berisikan minimal 3 (tiga) peraturan perundang- undangan yaitu:
a. peraturan daerah tentang pembentukan Perangkat Daerah yang menyusun SOP AP;
b. peraturan daerah tentang uraian tugas pokok dan fungsi pada SKPD yang menyusun SOP AP;
c. peraturan kepala daerah tentang pedoman penyusunan SOP AP.

Pasal 19

(1) Keterkaitan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf i merupakan nama-nama SOP AP yang terkait dengan
SOP AP yang sedang disusun.

(2) Keterkaitan terdiri dari nama-nama SOP AP sebelum dan/atau setelah SOP AP yang sedang disusun.

Pasal 20

Peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf j merupakan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan

yang teijadi ketika prosedur tidak dilaksanakan.

Pasal 21

(1) Kualifikasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf k merupakan penjelasan mengenai kualifikasi
pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan.Kualifikasi
Pelaksana bersifat umum untuk semua pelaksana dan bukan bersifat individual.

(2) Kualifikasi Pelaksana terdiri dari jenjang pendidikan formal dan keterampilan.

Pasal 22

Peralatan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf 1 merupakan penjelasan mengenai daftar
peralatan utama dan perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara langsung dengan prosedur yang di-SOP-
kan.

Pasal 23

Pencatatan dan Pendataan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf m merupakan hal-hal yang tidak tercakup

dalam format dan yang perlu diperbaiki sebagai masukan pada revisi SOP AP kemudian.
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Pasal 24

Bagian flowehart dari unsur prosedur dalam SOP AP terdiri dari:

a. Nomor Uraian Prosedur;
b. Uraian Prosedur;

C. Pelaksana:

d.  Mutu Baku; dan

€. Keterangan.

Pasal 25

Nomor Uraian Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf amerupakan nomor urut uraian prosedur
SOP AP yang disusun.
Pasal 26

(1) Uraian Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan prosedur yang bersifat
sistematis dan langkah demi langkah dari prosedur yang di-SOP-kan.

(2) Setiap Uraian Prosedur menggunakan awalan Me-.

Pasal 27

(1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf ¢ merupakan pelaku dari setiap uraian prosedur.

(2) Penulisan Pelaksana dari pejabat tertinggi ke terendah dan/atau staf secara berurut dari kiri ke kanan.

Pasal 28

(1) Mutu baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d merupakan standarisasi terhadap kelengkapan,
waktu dan output dari setiap uraian prosedur.

(2) Kelengkapan adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan uraian prosedur.

(3) Waktu adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan setiap uraian prosedur dengan asumsi
tanpa adanya gangguan dari pekerjaan lain.

(4) Output adalah hasil yang diperoleh dari setiap uraian prosedur.

BAB VIII
SIMBOL STANDAR OPERAISONAL PROSEDUR
ADMISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 29

Simbol-simbol yang digunakan dalam SOP AP terdiri dari:
a.  Simbol Kapsul atau Terminator;

b.  Simbol Kotak atau Process;

c.  Simbol Belah Ketupat atau Decision;

d.  Simbol Segilima atau Off-Page Connector;

e.  Simbol Anak Pan ah atau Arrow.

Pasal 30



@)

()

1)

)

)

1)

()

1)

1)

()
®3)

(4)

Q)

1)
)

Simbol Kapsul atau Terminator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a untuk mendeskripsikan
saat kegiatan dimulai dan berakhir.

Simbol Kapsul digunakan bersamaan dengan simbol Kotak pada Uraian Prosedur awai dan akhir.

Pasal 31

Simbol Kotak atau Process sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b untuk mendeskripsikan proses
atau eksekusi.

Simbol Kotak digunakan hanya untuk satu pelaksana pada satu Uraian Prosedur, kecuali pada awai dan
akhir prosedur.

Simbol Kotak dapat digunakan lebih dari satu pelaksana dalam satu Uraian Prosedur apabila dilakukan

pada waktu dan tempat yang sama.

Pasal 32

Simbol Belah Ketupat atau Decision sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c untuk
mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan.
Simbol Belah Ketupat umumnya berada pada kolom Kepala SKPD atau staf yang Uraian Prosedurnya

memeriksa kelengkapan berkas.

Pasal 33

Simbol Segilima atau Off-Page Connector sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d untuk
mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.
2) Simbol Segilima yang berpasangan karena ada arah anak pan ah balik di dalamnya dituliskan

angka yang menunjukkan arah perpindahan.
Pasal 34

Simbol Anak Panah atau Arrow sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e untuk mendeskripsikan
arah proses kegiatan.

Simbol Anak Panah berupa garis lurus untuk semua Uraian Prosedur.

Simbol Anak Panah keluar dari sebelah kanan atau Kiri simbol dan turun atau masuk ke simbol setelah
atau sebelumnya.

Untuk Uraian Prosedur yang harus dikembalikan kepada pelaksana sebelumnya, digunakan simbol Anak
Panah balik dengan kaidah pada ayat (2).

Simbol Anak Panah yang bersinggungan maka salah satunya berbentuk omega pada persinggungan.

Pasal 35

Simbol SOP AP menggunakan tinta wama h i tam.

Bagian dalam simbol Kapsul, Kotak, Belah Ketupat dan Segilima berwarna putih.
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BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 36
Monitoring SOP AP merupakan proses yang diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja
pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP AP yang baru.
Monitoring SOP AP dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali.
Pasal 37

Evaluasi SOP AP merupakan analisis yang sistematis terhadap serangkaian proses operasi dan aktifitas
yang telah dibakukan dalam bentuk SOP AP.
Evaluasi SOP AP dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil

dapat dilakukan sesuai kebutuhan organisasi yang bersangkutan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan penerapan SOP AP di lingkungan Pemerintah Provinsi

dilakukan oleh Gubcmur melalui Sekretaris Daerah dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan

oleh Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
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PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Unsur Dokumen SOP AP

a. Halaman Judul

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

2017

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
JL. JENDERAL URIP SUMOHARJO NO. 269
TLP. (0411) 453192, 453543 FAX (0411) 453868
MAKASSAR 90231
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
2017

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM 11
TLP. (0411) 586454 FAX (0411) 586451
MAKASSAR




b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TENTANG

PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang S W
o ST
Covrrrrreeeans
Mengingat S P
2. i,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan L e
KESATU e
KEDUA L e
Ditetapkan di Makassar pada tanggai
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,
Ir. H. ABDUL LATIF. M.Si.. M.M.
Pangkat Pembina Utama
NIP 19580818 198603 1 036
Tembusan:
1o,
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KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

TENTANG

PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang . & ..
Do
Covrrrrrerrennens
Mengingat N PR
2
MEMUTUSKAN:
Menetapkan e
KESATU D e
KEDUA L e
Ditetapkan di Makassar pada tanggai
KEPALA DINAS,
Dr. Dr. H. RAHMAT LATIEF, Sp.PD, M.Kes., FINASIM
Pangkat : Pembina Utama
NIP 19580818 198603 1 036
Tembusan :



e. Daftar Isi

DAFTAR ISI
Keputusan Kepala Perangkat Daerah ............ccccooiieiiiiiiiiiieiie e i
DATEAL IST ..t I
Penjelasan Singkat Penggunaan SOP AP ..ot ii
Daftar SOP AP BagIan .......cccuiiiiiiiiiiiieiiie ettt ettt st e e bn e s aaeeesnneeeanee e 1
Daftar SOP AP BAGIAN .....ooiuiiiiiiiiieiiieniie ettt stee ettt ssee e sbee b e e beeasteesbeesnbeenbeeaneee e 3
Daftar SOP AP BagIan .......cccuiiiiiiiiiiieiiie e siie e siee st sie et a e sba e e bbesssreesnseeeanneeeas 5
Daftar SOP AP BAGIAN .....ooiuiiiiiiiiieeieeiiie et siie et e stee et e ssee e teesseeesbeessbeasbeeaseeasneesnbeenteeaneee e 7

d. Penjelasan Singkat Penggunaan SOP AP
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN SOP AP



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR  TAHUN 2017 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAGIAN IDENTITAS SOP AP
a. Sekretariat Daerah

Nomor SOP

| Tgl Pembuatan

| Tgl Revisi

| Tgl Bfektif

i SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Eeae
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
BAGIAN KETATALAKSANAAN Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.
NIP. 19580818 198603 1 036
SUB BAGIAN STANDARISASI KETATALAKSANAAN s Peibuaten Surut Bisos

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Gubemnur Sulawesi Selatan Nomor Tahun tentang Tupoksi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

1. Menguasai alur persuratan
2. Mampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnya
. SMA, SMK

3. SOP Penomoran Surat
4. SOP Pendistribusian Surat

Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Selatan. . S-1 Sosial
5. S-1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP pada Sekda {l. Buku Agenda
2. SOP Pengarsipan Surat 2. Ekspedisi

3. Lembar Disposisi

Pencatatan dan Pendataan:

| Peringatan: _ :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka informasi tidak dapat tersampaikan.




Nomor SOP

[Tl Pembuatan

| Tgl Revisi

| Tgl Efektif

Disahkan oleh SEKRETARIS DPRD PROVINS] SULAWESI SELATAN,
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAGIAN
NIP
SUB BAGIAN Nama SOP Pembuatan Surat Biasa
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 1. Menguasai alur persuratan
2. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor Tahun tentang Tupoksi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Mampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnya
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur | 3. SMA, SMK
Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Selatan, 4. S-1 Sosial

4, 5. S-1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Pengarsipan Surat 1. Buku Agenda
2. SOP Penomoran Surat 2. Ekspedisi
3. SOP Pendistribusian Surat 3. Lembar Disposisi
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka informasi tidak dapat tersampaikan.




Nomor SOP
Tgl Pembuatan
Tyl Revisi
Tgl Efektif
i i KEPALA DIN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN S b o
DINAS KESEHATAN
BIDANG
: NIP
SUB BIDANG Nama SOP Pembuatan Surat Biasa

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

I. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun tentang Tupoksi Pada Dinas Keschatan.

3. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Selatan.

. Menguasai alur persuratan
Mampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnya
SMA, SMK

@B

S-1 Sosial
._S-1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Pengarsipan Surat 1. Buku Agenda
2. SOP Penomoran Surat 2. Ekspedisi

3. SOP Pendistribusian Surat

3. Lembar Disposisi

Peri

Pencatatan dan Pendataan:

Apabila SéP ini tidak dilaksanakan, maka informasi tidak dapat tersampaikan,




Nomor SOP
| Tgl Pembuatan
Tl Revisi
Tgl Efektif
i leh KEPALA BADAN,
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN s
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG
NIP
SUB BIDANG Nama SOP Pembuatan Surat Biasa

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun tentang Tupoksi Pada Badan.
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

1. Menguasai alur persuratan
2. Mampu mengklasifikasikan surat menurut Jenisnya
3. SMA, SMK

Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Selatan. 4. S-1 Sosial
5. S-1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Per
1. SOP Pengarsipan Surat 1. Buku Agenda
2. SOP Penomoran Surat 2. Ekspedisi

3. SOP Pendistribusian Surat

3. Lembar Disposisi

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka informasi tidak dapat tersampaikan,




Nomor SOP

| Tgl Pembuatan
Tg! Revisi

[ Tgl Efektif

I teh KEPALA DINAS,
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Sy
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI PELAYANAN KESEHATAN
SUB BAGIAN S ————

Nama SOP Pembuatan Surat Biasa

Dasar Hukum;

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah.

2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun tentang Tupoksi Pada UPTD/Cabang Dinas

3. Peratran Gubemur Sulawesi Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Selatan.

I. Menguasai alur persuratan
2. Mampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnya
3. SMA, SMK

4. $-1 Sosial

S. S-1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perl
1. SOP Pengarsipan Surat 1. Buku Agenda
2. SOP Penomoran Surat 2. Ekspedisi

3. SOP Pendistribusian Surat

3. Lembar Disposisi

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka informasi tidak dapat tersampaikan.

Pencatatan dan Pendataan:




f. Pemerintah Kabupaten

3. SOP Pendistribusian Surat

Nomor SOP
| Tgl Pembuatan
| Tgl Revisi
| Tgl Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS,
PEMERINTAH KABUPATEN ............
DINAS SRR L LT T
BIDANG
P AN S
NIP
SUB BIDANG Nama SOP Pembuatan Surat Biasa
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Bupati ... Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja ... Kabupaten ... 1. Menguasai alur persuratan
2. Peraturan Bupati ... Nomor ... Tahun ... tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada ... Kabupaten .., 2. Mampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnya
3. Peraturan Bupati ... Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerimatnn Di | 3. SMA, SMK
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ... 4. S-1 Sosial
5. S-1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
I. SOP Pengarsipan Surat 1. Buku Agenda
2. SOP Penomoran Surat 2. Ekspedisi

3. Lembar Disposisi

Peri

Pencatatan dan Pendataan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka informasi tidak dapat tersampaikan.




Nomor SOP

| Tgl Pembuatan

| Tgl Revisi

| Tgl Efektif

i leh KEPALA DINAS,
PEMERINTAH KOTA ........... oot
DINAS ..coovveeee
BIDANG
R L I
NIP =
SUB BIDANG Nama SOP Pembuatan Surat Biasa

Kualifikasi Pelaksana:

Dasar Hukum:
1. Peraturan Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja ... Kota ... l. Menguasai alur persuratan
2. Peraturan Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada ... Kotz ... 2. Mampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnya
3. Peraturan Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan | 3. SMA, SMK
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota ... 4. 8-1 Sosial
5. S-1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Pengarsipan Surat 1. Buku Agenda
2. Ekspedisi

2. SOP Penomoran Surat
3. SOP Pendistribusian Surat

3. Lembar Disposisi

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka informasi tidak dapat tersampaikan.




T — — —_ - -
LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
BAGIAN FLOWCHART
Pelaksana Mutu Baku
Kepala Biro Kepala Bagian Kepala Subbag Staf Ket,
Uraian Prosedur Kelengkapan Waktu Output
Mengagenda surat masuk, Surat masuk, lembar 5 menit Surat telah
kemudian menyerahkan ke Kepala g disposisi  dan  buku diagenda
Sub Bagian y agenda
Menerima, memeriksa dan . Surat telah diagenda 15 menit Surat telah
mengklasifikasikan  surat  yang diperiksan dan
dianggap penting diklasifikasi
Menerima, mengoreksi surat yang r Surat telah diperiksa dan 15 menit Surat telah
telah diklasifikasi diklasifikasi dikoreksi
Menerima  surat  yang  telah Surat telah dikoreksi 3 menit Surat  diantar ke
dikoreksi, kemudian mengantar ke g meja Karo
meja Karo rJl I
Menerima sekaligus memberikan Surat masuk dan lembar 15 menit Disposisi arahan
disposisi arahan pada surat masuk E' disposisi
yang telah  dikoreksi  dan =)
diklasifikasi
Mendistribusikan  surat  sesuai Disposisi arahan 10 menit Surat telah diterima
disposisi arahan Karo olch staf bagian




PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR TAHUN 2017 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

CONTOH FLOWCHART SOP AP TEKNIS

Nomor SOP
* | Tgl Pembuatan
Tgl Revisi

[ Tgl Efektif

Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA

BAGIAN KETATALAKSANAAN Ir. H. LA i ML.M.
NIP. 19580818 198603 1 036
SUB BAGIAN PEMBAKUAN TATALAKSANA Nama SOP Pengarsipan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat | 1. Menguasai alur persuratan
Daerah. 2. Mampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnya

5. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor Tahun tentang Tupoksi Pada Sekretariat Daerah Provinsi | 3. SMU
Sulawesi Selatan

6. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Selatan.

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan
1. SOP Pembuatan Surat 4. SOP Pembuatan SK 7. SOP Peminjaman Ruangan 1. Buku Agenda
2. SOP Penerimaan Surat Bagian 5. SOP Pengiriman Surat 2. Buku Arsip
tB SOP Pembuatan Pergub 6. SOP Pencairan Dana 3. BoxFile
4. Map
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka naskah dinas akan sulit ditemukan kembali.
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LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELTAN

NOMOR TAHUN 2017 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIS SULAWESI SELATAN

SIMBOL SOP AP

Simbol Kapsul atau Terminator

Simbol Kotak atau Process

Simbol Belah Ketupat atau Decision

Simbol Segi Lima atau Off-Page Connector

| U0

Simbol Anak Panas atau Arrow

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
TTD

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Gubernur ini dapat menjadi acuan dan pedomana Kabupaten/Kota dalam
penerapan SOP AP pada lingkup daerah masing-masing.

Pasal 40
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggai 18 Agustus 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

TTD

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggai 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

TTD

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 128



